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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin

dalam

skripsi ini  menggunakan

pedomantransliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal

22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat

diuraikan sebagai berikut:*:

A. Konsonan

I | = tidakdilambangkan o= | =dl

= | = L | =th

S =t L | =dh

& | =ts ¢ | = (koma menghadap keatas)
¢ | =] ¢ |=gh

e (= < | =f

& | =kh S |=¢

2 | =d d 1=k

3ol =dz Jd =1

o | =T eo|=m

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik lborahim, Pedoman Penulisan Karya Tulis IImiah 2015,

(Malang : t.p, 2015), him.76




o | =S E] =W
U | =gy ° =h
o= | =sh & =y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “¢”.

B. Vocal, Panjang dan Difong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang =, misalnyadémenjadi gla
Vokal (i) panjang =, misalnya J& menjadi q la
Vokal (u) panjang =, misalnya s menjadi dna
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J menjadi gawlun

Diftong (ay) = -+ misalnya _== menjadi khayrun



C. Ta’ Marbuthah (3)

Ta’ Marbuthah(s) ditransliterasikan dengan™t”jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila fa’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaiw 2l 4l ) menjadi al-
risalazli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t "yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya #

4l 4ea menjadi fi rahmatillgh.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Zulfikar, Achmad Nanda, 14220064, 2018. Penyelesaian Wanprestasi Pada
Perjanjian Sewa Menyewa Bus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. Jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Suwandi. M.H

Kata Kunci: penyelesaian, wanprestasi, sewa-menyewa.

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan al-ijarah. Sewa-menyewa
menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan
sehari-hari hingga saat ini. Salah satu praktik sewa menyewa adalah sewa
menyewa bus.Terkait dengan penyewaan bus, kontrak atau perjanjian sewa
menyewa tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui
akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil
tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua pihak ini tidak memiliki acuan yang
jelas dalam proses penyelesaian masalah yang timbul tersebut. Berdasarkan hal
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal
tersebut pada salah satu agen penyewaan bus yaitu P.O Indah Jaya Bangun.

Rumusan masalah dari penelitian penulis adalah bagaimana penyelesaian
sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya
Bangun menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris atau field
research dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan
yang membandingkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dari penelitian penlis
dilakukan dengan wawancara dan observasi, yang kemudian data akan diolah
dengan diedit (editing), diberi catatan atau tanda (coding), menyusun ulang
(recontructing), dan mengurutkan data (systemizing).

Hasil penelitian penulis adalah Penyelesaiaan wanprestasi sewa menyewa
bus di P.O Indah Jaya Bangun Berupa keterlambatan dan ketidak kesesuaian yaitu
pihak pemilik bus mengacu kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah
Jaya Bangun dan ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian
tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan
permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang melakukan wanprestasi. Bila
ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian
wanprestasi ini sesuai dengan pasal 39 (a) KHES dan pasal 1243 KUH Perdata.
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ABSTRACT

Zulfikar, Achmad Nanda, 14220064, 2018. Completion of Defaults in the Lease
Bus Agreement According to the Civil Code and Compilation of Syariah
Economic Laws. Thesis. Sharia Business Law Department, Syariah Faculty,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor:
Dr.Suwandi. M.H.

Keywords: settlement, default, lease.

In Islam, renting is called al-ijarah. Renting is a muamalah practice that we
still encounter in our daily lives today. One practice of renting a lease is bus
rental. Regarding bus rental, the contract or lease agreement is not done on paper
or not recorded, but only through verbal agreements and mutual trust. But in the
event of damage, for example a scratched car, an accident and so on, the two
parties do not have a clear reference in the process of solving the problems that
arise. Based on this the authors are interested in doing further research about it at
one of the bus rental agencies, namely P.O Indah Jaya Bangun.

The formulation of the problem from the author's research is how the
settlement of the dispute is the default on the bus rental agreement in P.O Indah
Jaya Bangun according to the Civil Code and Compilation of Syariah Economic
Laws.

The type of this research is the author is empirical research or field
research using a sociological juridical approach, which is an approach that
compares the facts with the applicable laws and regulations. Data collection
methods from the devil's research are conducted by interviewing and observing,
and then the data will be processed by editing, given a note or sign (coding),
rearranging (recontructing), and sorting data (systemizing).

The results of the author's research are the Settlement of bus rental defaults
at PO Indah Jaya Bangun In the form of delays and discrepancies namely the bus
owner refers to the agreement letter held by PO Indah Jaya Bangun and when the
form of the default is not listed in the agreement letter is continued at the
negotiation between the owner with the lessee and the request for compensation
from the owner who defaulted. When viewed from the Civil Code and Sharia
Economic Law Compilation, the settlement of this default is in accordance with
article 39 (a) of the KHES and article 1243 of the Civil Code.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena
faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif,
perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku
tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor
krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.?

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan al-ijarah. ljarah
merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa-
menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, ijarah
berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangakan ijarah secara
terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan
penggantian.®

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah
mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang
menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Sehingga ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan

2 |dri dan Titik Triwulandari Tutik, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Lintas Pustaka,
2008), h. 1.
3 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 52.



ijarah atas benda. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah menjual

manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.*

Jika salah satu akad yang tidak di penuhi maka pihak dianggap
wansprestasi yang mana ini juga di bahas di KHES ( kompilasi hukum
Ekonomi Syariah ) Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu
Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena

kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan;

C. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat
dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau
dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi
perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus
dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar
janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

a. Membayar ganti rugi;
Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti
rugi, yaitu apabila:
1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar

janji, tetap melakukan ingkar janji;

4 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, Cet: Ill; (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 12.



2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya;

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan
bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah
paksaan.

Pembatalan akad;

Peralihan risiko;

Denda; dan/atau

Membayar biaya perkara.

Serta kekuatan akad yang membuat suatu pejanjian itu terjadi yang
mana itu telah di jelaskan pasal 44 sampai dengan pasal 47 KHES
mengatur tentang akibat suatu akad, yaitu :

a. Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah
bagi mereka yang mengadakan akad.

b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara
tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad
yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.

c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak
yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak
yang berpiutang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di
lapangan,study di P.O Indah Jaya Bangun.

Selain itu, terkait dengan penyewa bus, kontrak atau perjanjian
sewa menyewa juga tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan,
tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi
kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua

pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian

masalah yang timbul tersebut. Dengan demikian masih dianggap perlu



untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan Ekonomi
Islam mengenai praktek usaha persewaan Bus di P.O Indah Jaya Bangun .
Adapun penulis memilih tempat penelitian ini karena lokasi tempat
penelitian ini bertempat di mana penulis tinggal yaitu di Gresik, di
samping itu juga agar penelitian ini. Terakomodir dengan baik dilihat dari
tempat penelitian yang begitu dekat untuk dijangkau dan lebih

mempermudah penulis untuk meneliti.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka sebuah

rumusan masalah :
Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian
sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Agar mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi sesuai
dengan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau
tidak , mungkin ada penyelesaian wanprestasi yang lain sesuai

perjanjian.



D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat teoritis

Mengembangkan khazanah keilmuan di bidang Hukum

Bisnis Syariah terutama pada aspek penerapan akad ijarah dalam

upah mengupah. Menambah pengetahuan tentang ketentuan-

ketentuan akad ijarah yang harus diterapkan dalam upah

mengupah, serta ,menambah pengetahuan tentang akibat hukum

dari ketidaksesuaian antara pesanan dan barang yang diterima oleh

pemesan.

Manfaat praktis

a.

Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk melakukan
penelitian selanjutnya yang mungkin serupa atau memiliki
bahasan yang hamper sama dengan penelitian ini. Dapat pula
dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa
transportasi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa zaman
sekarang,

Bagi universitas dan jurusan

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi
mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang
sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai
tambahan bahan ajar dalam pelajaran muamalah di kelas

sehari-hari



c. Bagi pelaksana sewa-menyewa
Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana
menjalankan bisnis usaha transpotasi / travel yang baik dan
benar dengan sewa menyewa transportasi. Selain itu, dapat
pula dijadikan pelajaran mengenai akibat hukum jika terjadi
suatu kesalahan dalam pelaksanaan sewa menyewa dan terjadi
wanprestasi tersebut.

d. Bagi masyarakat luas
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pelajaran
untuk melakukan bisnis transportasi yang baik dan benar tanpa
wanprestasi serta melanggar Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah dan KUHPerdata.

E. Definisi Operasional
1. Penjelasan Wanprestasi
Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya
prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian,
kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.®
2. Perjanjian
Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.® Dari peristiwa ini, timbullah suatu

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan

5 Sudarsono, Kamus Hukum, him. 578
6 KUHPerdata, Pasal 1313, him.328



yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Perjanjian adalah sumber perikatan.
3. Sewa-Menyewa
Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri
untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain
selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan
berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak.’
4. Bus
Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.®
5. KUHPerdata
hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum
Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomer 23 Tahun 1847
tentang burgerlijk wetboek voor Indonesia.®
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Secara terminologis, kompilasi diartikan suatu proses kegiatan

pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel,

7 KUHPerdata, Pasal 1548, him. 371
8 Salim Abbas, Manajemen Transportasi,(Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1993), him. 23
9 https://id.m.wikipedia.org, pada tanggal 19 April 2018 pukul 21.36



https://id.m.wikipedia.org/

statistic atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin

setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.°

F. Sistematika Penelitian
Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka

penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab | Adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional,
kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan

pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab Il Adalah berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka.
Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa-menyewa
yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kanjian pustaka
yang berkaitan dengan sewa menyewa meliputi teori perlindungan hukum
dan teori perjanjian yang didalam sub babnya juga terdapat pembahasan

mengenai sewa-menyewa (ijarah).

Bab Il Adalah berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari
beberapa hal penting sebagai beikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode

pengumpulan data , dan pengolahan data.

10 Funk dan Wagnalls, Kamus New Standart, dikutip
http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-kompilasi.html, diakses pada
20 April 2018 pada pukul 06.45



http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-kompilasi.html

Bab IV Adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan
menjelaskan tentang praktek perjanjian dan akad yang digunakan beserta

analisis bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab V Adalah merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran.
Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan
berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran
berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca.
Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang

akan dilakukan.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang
untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah
pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian
serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah
terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu
diteliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.'!
Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku,
hasil penelitian, dan jurnal yang memuat perjanjian sewa-menyewa,
namun belum ada yang membahas penyelesaian wanprestasi pada
perjanjian sewa-menyewa bus menurut KUHPerdata dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah.

Kemas Budi Saputra, Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-
Menyewa ruko di Kota Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus
terhadap penyelesaian sengketa sesuai KUHPerdata dengan alternative dan
melalui gugatan pengadilan (arbitrase), sedangkan peneliti sekarang lebih
focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada

perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut

11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008),him.100

10
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KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu
mengambil data dengan metode normatif sedangkan peneliti sekarang
menggunakan metode empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan
peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam
perjanjian sewa-menyewa.*?

Muchsin, Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan
Perkantoran di Gedung Patra Jasa Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas
Islam Negeri Jakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus
terhadap wanprestasi dengan menggunakan hukum yang berlaku dan lebih
luas di KUHPerdata dalam penyelesaian wanprestasi, sedangkan peneliti
sekarang lebih focus kepada pembahasan mengenai penyelesaian
wanprestasi pada perjanjiansewa-menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun
menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti
terdahulu mengambil data dengan metode empiris begitu juga peneliti
sekarang menggunakan metode penelitian empiris. Persamaan peneliti
sekarang dengan peneliti terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang
wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.*®

Ivan Arsyad Yuniarso, Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Tanah Kas Desa pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan
Milati Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta. Dalam peneliti terdahulu, peneliti lebih fokus terhadap

12 Kemas Budi Saputra, Wanprestasi dalam perjanjian Sewa-Menyewa ruko di Kota
Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010).

13 Muchsin, Wanprestasi Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Perkantoran di Gedung
Patra Jasa Jakarta, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010).
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penyelesaian wanprestasi secara minimalis yang mana perjanjian dibuat
oleh kedua belah pihak, sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada
pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-
menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data
dengan metode normatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan
metode empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu
yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa-
menyewa.*

Wildatul Fajariyah, Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian
Sewa-Menyewa Mobil di Rental AR Malang, Fakultas Syariah Universitas
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam peneliti terdahulu, peneliti
lebih fokus terhadap sengketa dengan menggunakan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan peneliti sekarang lebih focus kepada
pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjiansewa-
menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti terdahulu mengambil data
dengan metode empiris begitu juga peneliti sekarang menggunakan

metode penelitian empiris. Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti

14 lvan Arsyad Yuniarso, Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa
pada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman, ( Yogyakarta :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009).
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terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian

sewa-menyewa.’®

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti/Tahun/Perguru Judul Metode Penelitian | Perbedaan dan
an Tinggi Persamaan
1. | Kemas Budi Saputra, Wanprestasi Jenis penelitiannya | A. Penelitian
06410250, 2010. dalam perjanjian | normatif dan tersebut
Mahasiswa Fakultas Sewa-Menyewa | pendekatannya lebih luas
Hukum, Universitas ruko di Kota yuridis normatif. karena
Islam Indonesia Yogyakarta Teknik menitik
Yogyakarta pengumpulan data beratkan
menggunakan pada segi-
study pustaka dan segi hukum
wawancara dengan atau
para pihak dalam perundang-
perjanjian sewa undangan
menyewa tersebut. yang
pembahasa
nnya
meliputi
bentuk-

15 Wildatul Fajariyah, Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di
Rental AR Malang, (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,2014).
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bentuk
wanprestasi
dan
penyelesaia
n
wanprestasi
dilakukan
melalui
alternatif
penyelesaia
n sengketa
(ADR)
yaitu
arbitrase
dan melalui
gugatan
pengadilan
B.Sama-sama
meneliti
tentang
wanprestasi
dalam

perjanjian
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sewa-
menyewa
Muchsin, 2010 “Wanprestasi Jenis penelitiannya | A.Penelitian
mahasiswa fakultas Perjanjian empiris, lebih luas
hukum Universitas Sewa-Menyewa | pendekatan karena
Islam Negeri Jakarta, Ruangan penelitiannya membahas
Perkantoran di deskriptif kualitatif. | tentang
Gedung Patra Metode kesesuaian
Jasa Jakarta”. pengumpulan perjanjian
datanya yang dibuat
menggunakan oleh PT.
wawancara, Patra Jasa
observasi dan denga PT.
dokumentasi. Cipta Piranti
Intrasarana
dengan
hukum yang
berlaku di
Indonesia.

3. Sama-sama

meneliti
tentang

wanprestasi
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dalam
perjanjian
sewa-
menyewa
Ivan Arsyad Yuniarso, | Wanprestasi Jenis penelitian A.Penelitian
04410088, 2009. dalam Perjanjian | normatif dengan lebih
Mahasiswa Fakultas Sewa-Menyewa | pendekatan cenderung
Hukum, Universitas Tanah Kas Desa | penelitian yuridis kepada
Islam Indonesia pada Pemerintah | normatif. Metode upaya-
Yogyakarta Desa pengumpulan data upaya yang
Sendangadi dengan mengambil menyewaka
Kecamatan responden para n untuk
Milati pihak yang meminimali
Kabupaten melakukan sir
Sleman perjanjian dan terjadinya
dianalisis secara wanprestasi
kualitatif. dan juga
lebih
kepada
peraturan-
peraturan
yang dibuat

oleh kedua
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belah
pihak.

B. Sama-sama
meneliti
tentang
wanprestasi
dalam
perjanjian
sewa-
menyewa

Wildatul Fajariyah, Penyelesaian Jenis peniltiannya | Penelitian ini
10220048, 2014. Wanprestasi empiris, membahas
Mahasiswa Fakultas pada Perjanjian | pendekatan tentang
Syariah Universitas Sewa-Menyewa | penelitiannya bagaimana
Islam Maulana Malik Mobil di Rental | deskriptif kualitatif. | praktek sewa-
Ibrahim Malang. AR Malang Metode kumpulan | menyewa
datanya mobil di
menggunakan Rental AR
wawancara dan Malang dan
dokumentasi. mengenai

penyelesaian
wanprestasi

pada
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perjanjian
sewa-
menyewa
mobil di
Rental AR
Malang
ditinjau dari
Kompilasi
Hukum
Ekonomi
Syariah

(KHES)

B. Kajian Pustaka
1) Wanprestasi (ingkar Janji)
a. Pengertian Wanprestasi
Prestasi atau yang dalam Bahasa inggris disebut juga
dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan
sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak
oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan yang
mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana

disebutkan dengan kontrak yang bersangkutan.®

16 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1999), h.87
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Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah
seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH perdata yaitu

berupa :
a) Memberikan sesuatu
b) Berbuat sesuatu
C) Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu yang dimaksud dengan wanprestasi (default
atau non fullfiment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach
of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap
pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang
bersangkutan.’

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap
timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang
melakukan wanprestasi untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh
hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena :

a) Kesengajaan
b) Kelalaian
c) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum

tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu

membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan dengan adanya

suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya tetap

17 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), h.89
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sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan
tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-
alasan fource majeur, yang umumnya membebaskan pihak yang
tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau untuk selama-
lamanya. Di samping itu, apabila seseorang telah tidak
melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan kontrak, maka pada
umumnya (dengan beberapa pengecualian), tidak dengan
sendirinya dia melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan
lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka
wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan
lalai oleh kreditur (ingebrekestelling) yakni dengan dikeluarkannya
“akta lalai” oleh pihak kreditur.!8
Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa :
KHES pasal 36 “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji,
apabila karena kesalahannya :

1.  Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya;

2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak

sebagaimana yang dijanjikannya;
3. Melakukan apa ynag telah dijanjikannya, tetapi terlambat;

atau

18 | ihat Pasal 1238 KUH Perdata. h.283
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4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.®®

KHES pasal 37 “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri
menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji

dengan lewatnya waktu yang dilakukan”.

b. Jenis-Jenis Wanprestasi
Ada berbagai model dari para pihak yang tidak memenubhi
prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksankan.
Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

b) Wanprestasi berupa terlambat memenubhi prestasi

C) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenubhi
prestasi

d) Wanprestasi  melakukan sesuatu yang oleh

perjanjian tidak boleh dilakukan.?°
c. Hak-hak Kreditur Jika Terjadi Ingkar Janji
Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut :

a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (namoken);

b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan
itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan
(ontbinding);

¢) Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);

d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

19 KHES, Pasal 36, h.26
20 R, Subekti, Aneka Perjanjia, (Jakarta : Intermas, 1992 ), h.45
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e) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan

dengan ganti rugi;

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang biasa
disingkat dengan KHES dijelaskan bahwa
Pasal 38 KHES “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji
dapat dijatuhi sanksi :%
Membayar ganti rugi;
Pembatalan akad,;
Peralihan risiko;

Denda; dan/atau
Membayar biaya perkara”

coooTw

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 3922 yang berbunyi :
Pasal 39 KHES tentang “Sanksi pembayaran ganti rugi dapat
dijatuhkan apabila :

a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar
janji, tetap melakukan ingkar janji;

b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya;

c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan
bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa
paksaan”.

21 KHES, Pasal 38, h. 26
22 KHES, Pasal 39, h. 27
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d. Pembelaan Debitur Jika Dituntut Membayar Ganti Rugi

1.  Mengajukan tuntutan adanya memaksa. Misalnya karena
barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi
kerusuhan, bencana alam dan lain-lain.

2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai
(Execptio Non Adimreti Contractus). Misalnya : si pembeli
menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi
1a sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang
muka.

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya
untuk menuntut ganti rugi (Rehtsverwerking). Misalnya : Si
pembeli menerima barang yang tidak memuaskan
kualitasnya, namun pembeli tidak memberi tahu penjual
atau tidak menerima barangnya.

2) Sewa-Menyewa
2. Sewa-Menyewa
a.Definisi Sewa-menyewa
Dalam figh Islam sewa-menyewa dikenal dengan “ljarah”.
Adapun definisinya disampaikan oleh kalangan fugaha, yang mana

Hanafiyah mendefinisikan ijarah adalah :
23, . .
PN 8\.;.\.\ e Aaise

’

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.’

23 Syeikh ad-Dardiir, As-Syarh al-Kabir , juz IV, (Mesir : Darul Ma’arifah, 1331 H), h. 2
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Sementara Syafi’iyah mendefinisikan ljarah adalah :
Hoghar ogm 2Uly Sl LG Bl faghes 85000 Baie o Ane

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu
dan mubah, serta menerima pengganti dan kebolehan dengan
pengganti tertentu.”

Disusul dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah bahwa

ijarah adalah :

2 psm Haglen Bs Bla 18 wilie oLl

“Manjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu
tertentu dengan pengganti.”

Jadi dari tiga pendapat di atas, yakni menurut Syafi’iyah,
Malikiyah dan Hanabilah dapat diartikan bahwa ijarah disini lebih
mengaju pada transaksi pada pemanfaatan terhadap harta benda
yang dikenal dengan persewaan atau sewa-menyewa.

Adapun hukum transaksi ijarah ini boleh, sesuai dengan

firman Allah SWT :

545 05050 Jes e 28 of sl o) LS il AT st il
ooy 434058 N5 Wy S5 ST Y e ) o LIS Y Ol 28n

2351 Og Leglle U5 96 4Lads G i3 e Ylas 15T O SUS 7 &l 2g

24 As-Sarkhasy, Al-Mabsuth, juz IV, (Mesir : Darul Ma’arifah, 1331 H),h. 319
25 Abu Bakar bin Muhammad Addimasyaqi, Kifayatul Akhyar, juz I, (Surabaya : Dar-al
‘ilmi), h. 309
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Artinva “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya
dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. %’

Dari landasan di atas, telah menerangkan dengan jelas bahwa
hukum ijarah (sewa-menyewa) itu hukumnya mubah. Kemudian
salah satu objek dari ijarah adalah ijarah yang mentransaksikan
manfaat harta barang yang lazim disebut persewaan. Misalnya
sewa kendaraan.

Akan tetapi tidak semua harta benda boleh diakadkan ijarah
kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini?®
1. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas
2. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara

langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi

fungsinya
3. Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan
dengan hukum syara’.

4.  Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah
benda

%6 QS. AL-Bagarah (1) : 233

27 Al Qur'an Terjemah, QS. Al — Bagarah (1) : 233, Departemen Agama Rl Tahun 2002, Jakarta
28 Ghufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), ED. 1, Cet.1, h. 184-185
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Harta yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang
bersifat isti’maliy (merupakan harta benda yang dapat
dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan
dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil
dll) bukan yang bersifat istihlaki (merupakan harta benda yang
mudah rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian.
Seperti makanan, buku tulis dll).

Sewa-menyewa Wanprestasi perspektif KUHPerdata :

Menurut Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab VII

Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-
Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan Pasal
1600 KUH Perdata.?® Definisi sewa-menyewa menurut Pasal
1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa :
“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan
kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang,
selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga,
yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi
pembayarannya.”°

Jadi sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual.
Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya
sepakat mengenai unsur-unsur pokonya, yaitu barang dan
harga.

Sewa-menyewa dalam Bahasa Belanda disebut dengan

huurenverhuur dan dalam Bahasa Inggris disebut rent atau

29 Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, h. 6
80 R. Subekti dan tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT
Pradnya Paramita, 2004), h. 381
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hire. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal
balik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti
pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa
berarti memakai dengan membayar uang sewa.!

Dalam KUH Perdata telah dicantumkan mengenai hak dan
kewajiban pihak yang menyewakan terdapat dalam Pasal
1551-1552%2
“Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang
yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. la
harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan pada barang yang di sewakan, yang perlu
dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi
kewajiban si penyewa.”

Pasal 1552 yaitu :

“Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap
semua cacat dari barang yang disewakan, ynag merintangi
pembayaran itu, biarpun pihak ynag menyewakan itu sendiri tidak
mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jikat cacat-
cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa,
maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan

ganti rugi.”

81 Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1439.
32 | ihat KUHP, Pasal 1551-1552, h. 335
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Hak dan kewajiban penyewa adalah menerima barang yang
disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya sesuali
Pasal 1560-1566 KUH Perdata adalah :

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan,

no

Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan,

w

Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan

oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam di

dalam rumah yang di sewa,

4. Mengembalikan barang yang di sewa dalam keadaan semua
ketika perjanjian sewa menyewa telah habis waktunya,

5.  Menjaga barang yang di sewa sebagai tuan rumah yang

bertanggung jawab,

IS2

Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang
lain. Apabila telah ditentukan demikian, dan ketentuan tersebut
dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa
dapat dituntut mengganti perongkosan, kerugian serta bunga.

Beberapa pengertian sewa-menyewa di atas dapat diketahui
bahwa unsur dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu :

1. ‘Aqidain (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak

yang menyewakan

2. Objek ljarah (ma’qud ‘alaih), ialah suatu manfaat barang yang

dijadikan sebagai objek ijarah. Jika berupa manfaat harta

barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan bila berupa
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manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.
Kenikmatan manfaat dalam hal ini adalah penyewa dapat
menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari
barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan
memperoleh kotra prestasi berupa uang, barang, atau jasa
menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Mengenai pemeliharaan objek/barang dan tanggung jawab
kerusakan dicantumkan pada pasal 312% Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah yang disingkat KHES bahwa pemeliharaan
ma’jur adalah tanggung jawab musta jir kecuali ditentukanlain
dalam akad.

3. Sighat al- ‘agd, yaitu perjanjian igab dan gabul dari kedua belah
pihak sebagai bentuk kesepakatan.

b. Syarat Sahnya Sewa-Menyewa
Syarat sahnya ijarah yaitu sebagai berikut3* :

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-
menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-
menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa
itu tidak sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-

Nisa’ ayat 29 yang berbunyi’® :

33 Lihat KHES, Pasal 312, h. 90
84 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam lIsla, h. 35-54
35 QS. AN-Nisa’ (4) : 29
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Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha

Penyayang kepadamu 3

Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.
Yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk
juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan
besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat
dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya
(kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak bisa
digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian
dapat dibatalkan.

Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Barang Yyang
dijanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai
dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu barang yang
akan aka nada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan

sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang

36 Al-Qur'an Terjemah, QS. AN-Nisa’, (2) : 29, Departemen Agama RI Tahun 2002,

Jakarta
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demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak
penyewa.

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan
dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang
kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum
agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya
perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana rumah itu
digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman

keras atau tempat perjudian.

Macam-macam Sewa-menyewa dan Dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan
sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah
pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Disamping itu,
kehadiran KHES adalah kebutuh yang sangat mendesak di tengah-
tengah menggeliatnya sistem ekonomi islam atau syariah dengan
menjamurnya perbankan syariah di segenap plosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES adalah
tidaklah cepat dan mudah, bahkan mulai kajian dan diskusi yang
cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para

pakar itu direalisasikan secara formla dengan diadakannya seminar
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tentang kompilasi Nas dan Hujjah Shar’iyyah Bidang ekonomi
syariah yang di selenggarakan oleh Bidang Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
bekerjasama dengan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitulah H. Abbas Arfan, Lc,
M.H memaparkan di dalam bukunya yang berjudul Kaidah-kaidah
Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan
Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES ini sangat
berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah
dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna
sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di
bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas
bidang ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar
sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga
sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini
mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat
Indonesia khususnya.

Dewan Syariah Nasional yang biasa disebut dengan DSN
adalah organisasi majelis ulama Indonesia disingkat MUI yang
mulai lahir pada awal tahun 1999. Kehadiran DSN sering dengan
keperluan dan hajat masyarakat Indonesia akan fatwa dalam

melakukan kegiatan ekonomi syariah seiring dengan tumbuhnya
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Perbankan Islam di Indonesia sejak tahun 1992 yang terus
berkembang dengan relative subur dengan segala ikutannya, seperti
asuransi syariah, akuntasi syariah, dsb.

Dalam permasalahan yang dikaji adalah masalah
perekonomian, yaitu masalah wanprestasi pada perjanjian sewa-
menyewa yang mana sangat berhubungan sekali dengan KHES.
KHES sudah mengatur didalamnya tentang akad itu sendiri yang
mana terdapat dalam Bab Il tentang asas akad pada 21 dan Bab IlI
tentang unsur dan syarat akad pasal 22-55. Dan KHES juga sudah
mengatur di dalamnya tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam
buku Il Bab X1 Pasal 295-321 yang membahas tentang rukun sewa-
menyewa, Syarat pelaksanaan dan penyelesaian sewa-menyewa,
uang sewa-menyewa dan cara pembayarannya, penggunaan barang
yang disewa, pemeliharaan barang yang disewa dan tanggung
jawab kerusakan, harga dan jangka waktu sewa menyewa, jenis

barang yang disewa, pengembalian barang yang disewa.

Sewa-menyewa ada 2 macam :

1. Sewa atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya
adalah manfaat dari suatu benda, akad sewa-menyewa
diperbolehkan atas  manfaat yang mubah, seperti rumah untuk
tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk

kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai.
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Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan,
karena barangnya diharamkan maka tidak boleh disewakan.
Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat
yang diharamkan ini seperti bangkai dan darah.
2. Sewa atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah. Objek
akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Sewa-
menyewa atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad
ijjarah untuk melakuka suatu perbuatan tertentu, misalnya
membangun rumah, menjahit pakaian, mengangut barang ke
tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci dan lain sebagainya.
Lebih jelasnya sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) disebut dengan ijarah. Ketentuan
mengenai ijarah dalam KHES terdapat dalam Bab XI Pasal 295-

321.

Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan
lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan
tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau
orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena semuanya itu

nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila
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hal itu tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara
penyewa dan yang menyewakan.*’
3) Rental

Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah
persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu
barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat
disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.
Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari,
permainan computer seperti PlayStation disewa dalam satuan jam.*

Jika sebuah rental mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam
islam yaitu mengandung manfaat dan tidak ada unsur judi atau taruhan
maka itu boleh tetapi kalau diyakini mengandung unsur maksiat itu haram
dan jika kurang bermanfaat, maka itu makruh.*®

Biasanya rental permainan PlayStation itu banyak membuang waktu
dan melalaikan kewajiban. Banyak anak-anak malas belajar karena
PlayStation. Begitu juga bilyard kadang jadi ajang perjudian dan prostitusi
terselubung. Dengan demikian menyewakan PlayStation dan bilyard itu
kurang baik karena orang yang membantu terhadap perbuatan dosa maka

dia ikut juga berdosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

Sl Joad all B Al 8 5 00380 5 A B 155 Y 5 i 53 I 1

Artinya : “Dan tolong- menolonglah kamu dalam ( mengerjakan )
kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa

87 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 332
38 http://id.wikipedia.org/wiki/penyewaan(diakses pada tanggal 09-11-2018)
39 Wawancara online dengan KH.Abdurrahman Navis Lc,MHI
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dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.”*°

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus
dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempatnya. Juga
harus dijelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang akan di

angkut.

40 Al Quran terjemah, QS Al-Maidah, (5) : 2, Departemen Agama RI Tahun 2002, Jakarta
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu
penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di
suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan,
perceraian atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain. Selain
itu disebut juga dengan penelitian lapangan (Field Research) yaitu
penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan
yang telah ditentukan.*!

Selain penelitian empiris dalam penelitian ini sama halnya dengan
penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berarti
hukum di konsepkan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan
dengan variable-variable social yang lain. Kegunaan penelitian hukum
sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan
termasuk proses penegak hukum.*? Karena penelitian jenis ini dapat
mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan
dan penegak hukum.

Penelitian hukum sosiologis dalam penggunaan sumber data
nantinya dengan dua bahan yakni bahan keperpustakaan sebagai data

sekunder, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat

41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,

2005), him.135.
42 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 133

37
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dari jenis inilah, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen,
pengamatan dan wawancara yang semuanya akan dijelaskan pada

penjelasan berikutnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat
dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang
mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-
ikatan antar manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pendakatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti
peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat.
Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat
keefektivitasannya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis
artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan
tujuan untuk menemukan fakta (fact finding) yang kemudian dilanjutkan
dengan menemukan masalah (problem finding) kemudian menuju pada
identifikasi masalah (problem identification)**. Pendekatan sosiologi
digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan
tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa-Menyewa Bus di
P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah.

43 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta:Ul press,2006),him. 10
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Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti
melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu,
dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah serta konsepnya.**
Pada pendekatan ini yang dilakukan untuk memahami makna maupun
proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang
akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri
sebagai instrument penelitian yang menjadi slaah satu ciri dari pendekatan

kualitatif.
Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk
memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil adalah
bus P.O Indah Jaya Bangun. Peneliti memilih objek penelitian ini atas
pertimbangan saat melakukan pengamatan pada bus P.O Indah Jaya
Bangun, cukup banyak bus-bus yang melakukan wanprestasi secara

sepihak tanpa memberi solusi.
Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk
variable atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau
perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini

adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang diteliti.*®

44 Burhan Ashshofa,Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2004),him.

24.

45 Suharsimi Arikunt, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2014), him.22
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Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka bahan yang

peneliti pakai adalah :

1. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh
secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui
wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan
sistem komunikasi dalam berwawancara antara direktur ( pemilik )
dan 2 konsumen agar peneliti mengetahui sepenuhnya jika terjadi
suatu hal yang di ungkap bus P.O Indah Jaya Bangun.

2. Sumber Sekunder (pustaka sekunder) Dalam penelitian ini penulis
juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang bukan
diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi jurnal,
literatur, maupun Undang-Undang yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan
adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas
mengenai sewa-menyewa (ijarah) , KUHPerdatabuku Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Data Tersier. Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan data
tersier yang merupakan data pelengkap atas data primer dan sekunder,
yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan atas data hukum sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.
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Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara (interview) juga termasuk diantara bagian dari
teknik pengumpulan data, dalam pengertiannya wawancara adalah
tanya jawab lisan antara dua otrang atau lebih yang dilakukan
secara langsung/ tatap muka (Face to face), pewawancara disebut
intervieuwer, sedangkan orang yang di wawancarai disebut
interviewe. Definisi lain menyebutkan, tekhnik wawancara
(interview) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara
dialog baik secara langsung maupun melalui antara pewawancara
dengan yang diwawancarai sebagai sumber data®®. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan direktur
utama P.O Indah Jaya Bangun dengan konsumen yang telah
memakai jasa travel tersebut.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari
premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi
studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan

46

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2014),him. 263
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hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab

ini sangat menetukan hasil penelitian.*’

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan
analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara
kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel,
sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif
sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengelolaan

data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Mengedit (Editing)

Tahap pertama dilakuakan untuk meneliti kembali data data yang
telah di peroleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna,
kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan
tujuan apakah data-data sersebut sudah mencukupi untuk memecahakan
permasalahan yang di teliti termasuk mengurangi kesalahan dan
kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas
data
Proses editing yaitu melalui pemeriksaan kembali data data yang di
perolen terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna,

kesesuaian, serta relevansi dengan kelompok yang lain.*®

a7

Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT

Raja Grafindo, 2006),him. 31
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b. Pemberian catatan atau tanda ( Coding )

Proses coding yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap
jenis data (perundang- undangan, literatur, atau Dokumen), pemegang
hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah .

c. Menyusun ulang ( Recontructing )

Rekontruksi data ( recontructing ) yakni dengan menyusun ulang
data, di mana peneliti akan mengkrucutkan data persoalan di atas
dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut,
logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca
untuk memahami dan menginterpretasi.

d. Mengurutkan data ( Sytemizing )

Langkah terakhir pengelolahan data dalam penelitian ini yakni
mensistemasikan data ( sytemizing ) yaitu menempatkan data berurutan
menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan

masalah.*®

4 Saifullah, Metode Penelitian Normatif (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014),t.h
4% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukussssm (Bandung:PT.Citra Aditya
Bakti,2004),h 126.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur,
Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura di
sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebalah Barat, Laut Jawa di sebelah di
sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah Selatan. di
sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah Selatan.
bersama dengan Sidoarjo, Gresik merupakan salah satu penyangga utama kota
Surabaya,dan termasuk dalam kawasan gerbang Kertosusila. Kabupaten Gresik
sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa timur merupakan daerah
yang mengalami perkembangan sangat pesat. keberhasilan ini di capai karena
berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata,
serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan
adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang
memadai, maka dalam perkembangan Kabupaten Gresik mampu menjadi salah
satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten

Gresik terletak antara 112 — 113” Bujur Timur dan 07” — 08” lintang selatan.

P.O Indah Jaya Bangun adalah perusahaan otobus Gresik Jawa timur yang
bergerak dalam layanan persewaan bus pariwisata untuk jalur seluruh indonesia
khususnya wilayah pulau Jawa, Sumatra, Bali dan lombok dengan

mengedempakan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama serta melayani trip

44
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wisata reguler, wisata religi, kunjungan indrustri dan atau menyesuaikan
kebutuhan pelanggan dengan menggunakan P.O Indah Jaya Bangun yang berasal
dari Gresik Jawa Timur tentunya membuat perjalanan wisata anda semakin

nyaman dengan fasilitas armada- armada terbaru dari kami.

Pelayanan standart pariwisata dengan harga terjangkau mengedepankan

fasilitas fasilitas eksekutif meliputi:

e Luxurious Interior

e Audio system + DVD player

e Reclining Seat

e Toilet

e Air Conditioner (AC)

e LCDTV32”

e Bantal + Selimut

e Perangkat K3

e Emergency exit

e Bagasi dalam dan luar yang luas

Dan banyak fasilitas yang di berikan termasuk crew yang ramah dan

berstandart Bis pariwisata.

2. Paparan data

Praktik penyelesaian Wanprestasi Pada perjanjian sewa menyewa bus di

P.O Indah Jaya Bangun

Mengenai sewa menyewa bus di P.O indah jaya Bangun, penulis telah
mendapatkan jawaban dari direktur P.O Indah Jaya Bangun yaitu Titi Dwi

Hayati

“Untuk sewa menyewa bus disini , biasanya penyewa banyak yang
langsung datang ke garasi kami mas untuk melihat lihat bus yang akan disewa,
kemudian jika tertarik untuk menyewa bus kami, tetapi jika pihak travel
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kebanyakan langsung telpon mas tidak pakai melihat bus jadi langsung
menunjuk langsung busnya jika tidak ada bus yang tidak cocok maka tidak jadi
menyewa bus "

Setelah penjelan tentang sewa menyewa bus secara singkat ke penulis,
kemudian direktur menjelaskan tentang bagaimana pembayaran dalam sewa

menyewa bus di P.O indah Jaya bangun

Untuk sistem pembayaran layak nya sewa menyewa lain nya , pada
awalnya membayar uang muka 25% sebagai tanda jadi dari harga
keseluruhan , dan sistem nya bisa di tempat (di kantor) atau lewat rekening
tapi ini khusus Travel yang sudah kenal dan sudah terjamin , dan diberikan
kwitansi atau bukti pembayaran , serta pihak penyewa harus melunasi biaya
sewa sebelum keberangkatan dan jika ada pembatalan menyewa secara
mendadak maka di claim 50% dari harga pemakaian, serta saat menyewa
menjelaskan penuh tujuan yang dituju serta meminta seat (isi) kursi berapa 2-
2/2-3 (45-60 seat).>!

Selain itu, direktur juga menjelaskan tentang patokan harga yang di

pasarkan dalam satu paket sewa bus di P.O Indah Jaya Bangun.

Untuk harga ya jelas lihat jarak ,waktu , fasilitas dan tujuan mas, jika
jarak kota kota salah satu contoh dari surabaya ke sidoarjo sehari biasanya
ditarik harga Rp. 3.000.000 an mas , jika fasilitas dari seat 2-2 minta eksekutif
sekalian bantal dan selimut bisa sekitar Rp 3.200.000 an mas ( tahun 2016) .
dan itu sesuai tahun penyewaan mas jika tahun semakin muda ya semakin
mahal. Jika yang menyewa pihak travel mas biasanya hanya kena Rp
3.000.000 untuk Rp.200.000 — Rp.500.000 jasanya mas.>?

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa harga sewa menyewa
bus sangatlah standart. Oleh karena itu, direktur pun langsung menjelaskan

tentang pelayanan bus yang disewakan dengan harga yang standart.

Bus yang saya sewakan keadaan nya fit semua nya mas, dalam artian
normal mas baik bis dan fasilitas lain nya, bila ada kerusakanserta tidak dapat

50 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
51 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
52 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
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melanjutkan perjalanan pasti saya beri tau serta dan saya ganti dengan bus
yang ada jika tidak ada maka saya ambilkan dari P.O bus lain mas. >

Setelah direktur menjelaskan pelayanan, dijelaskan pula mengenai

penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun

ya dengan cara komunikasi kedua pihak dengan cara menjelaskan
sehingga penyewa merasa di perhatikan dan simpati mas ,serta saling
musyawarah untuk mencari jalan tengan dan tidak terlantar jika di jalan.>*

Untuk memperkuat data, penulis juga melakukan wawancara kepada 2
orang konsumen penyewa bus P.O Indah Jaya Bangun untuk mengetahui
tanggapan mereka tentang sistem sewa menyewa dan sistem pembayaranbus di

P.O Indah Jaya Bangun

Untuk sistem sewa menyewa hampir sama semua mas ,kalau saya lebih
suka datang langsung mas lebih marem ben ngerti dewe barang e dan kalau di
tanyai rombongan desa saya saya tau sendiri barang nya dan saya foto biar
warga tau jika bisnya yang dibuat rombongan itu bis ini , sekalaian minta no
telpon supir e mas ben gak lali mas. Kalau buat pembayaran di dp separoh
mas kebayakan soal e wedi breset ( meleset ).>

Untuk sistem sewa menyewanya kalau saya telpon dulu mas kalau ada
yang pas baru saya meluncur ke garasi untuk lihat unit busnya sesuai baru
saya beri persekot mas , kalau sistem pembayaran semua sama mas , pokok di
dp sak juta ( Rp.1.000.000) beres mas unit dapat mpun mboten kepikiran lagi
mas , sisa nya di bayar sebelum berangkat.>®

Setelah penyewa menjelaskan bagaimana sistem sewa menyewanya,
penulis bertanya penyewa apakah pernah ada perbedaan atau tidak kesesuaian

saat menyewa bus yang di perjanjikan.

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesusuaian
yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan

53 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
54 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
55 Soedarsono penyewa bus

%6 ferdyansyah
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yang saya inginkan Kkursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3)
kenyamanan mpun berbeda mas.®’

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana cara

penyelesaian wanprestasi tersebut

Kalau saya dengan kordinasi mas nek ndak nemu titik temu dan dari pada
aku di gruduk wong akeh gara gara gak sido budal , saya tinggal mengurangi
jumlah harga Rp.300.000- Rp500.000 satu bus buat ganti rugi mas , meskipun
kita ngotot bagaimana pun juga sulit mas belum lagi kalau kita tuntut juga
anggaran nya besar mas,..>

Kalau saya sendiri mas timbang ane rame sama penyewa travel saya
ngasih ganti rugi mas dan kita saling komunikasi agar hal hal yang kesalahan
kecil tidak terulang kembali, karena bagaimanapun hal kecil itu membuat
konsumen kecewa maka akan kecewa terus mas.>®

Demikian paparan singkat dari direktur dan dua orang penyewa bus di P.O
Indah Jaya Bangun di duduk sampean Gresik Jawa timur. Jawaban dari
penyewa sangatlah beragam, akan tetapi dari sekian jawaban dapat penulis
simpulkan bahwa semua semua penyewa senang jika bus yang disewa sesuai
dengan apa yang dia ingin kan dan dia akan geram jika bis yang dia sewa tidak

sesuai dengan apa yang dia ingin kan.
B. Analisa Data

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa
menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Prestasi atau yang dalam Bahasa inggris disebut juga dengan istilah

“performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan

7 soedarsono
58 soedarsono
%9 Ferdyanysah
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hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri
untuk itu, pelaksanaan yang mana sesuai dengan ‘“term” dan ‘“‘condition”
sebagaimana disebutkan dengan kontrak yang bersangkutan.®°
Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang

disebutkan dalam pasal 1234 KUH perdata yaitu berupa :

a) Memberikan sesuatu

b) Berbuat sesuatu

c) Tidak berbuat sesuatu

Sementara itu yang dimaksud dengan wanprestasi (default atau non
fullfiment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) adalah
tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang

dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan

dalam kontrak yang bersangkutan.5!

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 37

dijelaskan bahwa :

KHES pasal 36 “pithak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila

karena kesalahannya :

1.  Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya;
2.  Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikannya;

3. Melakukan apa ynag telah dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

60 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1999), h.87
61 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), h.89
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4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.®?

KHES pasal 37 “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar
janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad
harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang dilakukan”.

Berdasarkan teori di atas, dapat dilihat bahwa pada praktiknya pemilik
bus P.O Indah Jaya Bangun telah melakukan wanprestasi sedangkan korban

wanprestasi tersebut adalah pelanggan yang menyewa bus.

Proses sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun diawali dengan
tahapan survei atau tahap awal calon penyewa melihat lihat bus yang akan
disewa. Tahap ini penyewa dan pemilik (direktur) saling berinteraksi untuk
bertukar informasi tentang harga dan fasilitas bus yang akan disewa. Tahap
selanjutnya yaitu tahap tawar menawar, pada tahap ini calon penyewa yang
merasa cocok dengan bus yang akan disewa akan melakukan penawaran.
Penawaran ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang cocok berdasarkan
fasilitas bus yang diinginkan. Apabila antara pemilik dan penyewa telah
menjatuhkan kesepakatan tentang harga sewa, maka tahap terakhir adalah
tahap pembayaran uang muka untuk tanda jadi sewa menyewa bus. Tahap
pembayaran ini dikuatkan juga dengan bukti dari pembayaran uang muka
tersebut dengan bukti kwitansi, yang mana kwitansi tersebut adalah tanda jadi

bahwa bus tersebut telah disepakati oleh pihak penyewa dan pihak pemilik.

62 KHES, Pasal 36, h.26
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Mengenai praktik proses penyewaan bus di P.O Indah Jaya Bangun ini, data

Penulis mendapatkan jawaban dari pemilik bus yaitu ibu Titi Dwi Hayati:

Untuk sistem pembayaran layaknya sewa menyewa lainnya, pada awalnya
membayar uang muka 25% sebagai tanda jadi dari harga keseluruhan , dan
sistemnya bisa di tempat (di kantor) atau lewat rekening tapi ini khusus
Travel yang sudah kenal dan sudah terjamin, dan diberikan kwitansi atau bukti
pembayaran, serta pihak penyewa harus melunasi biaya sewa sebelum
keberangkatan dan jika ada pembatalan menyewa secara mendadak maka di
claim 50% dari harga pemakaian, serta saat menyewa menjelaskan penuh
tujuan yang dituju serta meminta seat (isi) kursi berapa 2-2/2-3 (45-60 seat).®3

Paparan data tersebut telah sesuai dengan konsep sewa menyewa dalam
KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana di dalam
perjanjian tersebut sudah ada bukti antara pemilik dan penyewa . Pada paparan
data di atas, dapat diketahui bahwa baik antara kreditur dan debitur telah
melakukan suatu kesepakatan atau bisa disebut juga sebagai perjanjian.
Perjanjian tersebut berupa adanya pembayaran uang muka yang disepakati
untuk penyewaan bus. Disamping itu, perihal ganti rugi atas cacatnya

perjanjian tersebut juga dibahas dalam data percakapan di atas.

Di tinjau berdasarkan konsep perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata
yang menjelaskan tentang:%*

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang
atau lebih yang dinamakan peirikatan “

Berdasakan Pasal diatas dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa

pada P.O Indah Jaya Bangun telah sesuai.

83 Titi Dwi Hayati, Direktur P.O Indah Jaya Bangun
64 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313
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Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik sewa
menyewa pada P.O Indah Jaya Bangun, terdapat pihak yang menyewa, pihak
yang menyewakan dan benda yang disewakan berupa bus. Disamping itu,
telah terjadi pula akad atau kesepakatan yang dapat kita lihat pada hasil
wawancara diatas. Hal ini menunjukkan bahwa data diatas juga sesuai dengan
konsep sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana
telah terpenuhinya rukun-rukun dalam sewa menyewa seperti yang telah
tertera pada 295:%

Rukun ljarah

a) Musta;jir/ pihak yang menyewa

b) Mu’ajir/ pihak yang menyewakan

C) Ma’jur/ benda yang diijarahkan
d) Akad

Berdasarkan analisa tersebut penulis menyimpulkan  bahwa sewa
menyewa sesuai dangan pasal 295 Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Dalam

sebuah hadist juga dijelaskan:
00 osms Hashan s Bl i milie S
“Manjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu”

Hadist tersebut tercermin dalam praktik sewa menyewa diamana ada harga
yang harus dibayar untuk memanfaatkan suatu benda dalam waktu tertentu. Selain
pada Pasal 1313 konsep sewa menyewa tersebut juga sesuai dengan pasal 1320

KUH Perdata yang menjelaskan tentang sahnya suatu perjanjian.

5 KHES, pasal 295
66 Abu Bakar bin Muhammad Addimasyaqi, Kifayatul Akhyar, juz I, (Surabaya : Dar-al
‘ilmi), h. 309
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Untuk sahnya suatu pejanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa praktik sewa
menyewa bus di P.O Indah jaya Bangun tersebut telah sah secara Hukum, yang
mana di perjanjian tersebut telah menyertakan bukti kwitansi saat melakuakan
pembayaran dan telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak baik pemilik maupun
penyewa . Kecakapan para pihak dapat dilihat dari adanya negosiasi dalam
percakapan tersebut yang mana tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak

cakap hukum.

Jika dilihat dari rukun sewa menyewa, adanya pihak pemilik dan penyewa
tidak ada pemisah antara pemilik dan penyewa, adaya objek yang di sewa
menyewakan yang jelas dan tidak melanggar syariat dan adanya ijab kabul yang
jelas dalam praktik sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun maka dapat
dijabarkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan teori yang ada, sebab tidak ada

satupun yang kurang dari syarat dan rukun yang telah disebutkan.

Proses sewa menyewa di P.O Indah Jaya Bangun di awali dengan dengan
tahap survei ( tahap awal ), tahap tawar menanawar, tahap pembayaran uang
muka sebelum pembayaran, tahap akhir adalah pelunanasan yang mana tahap
sebelum pemakaian sewa ini terdapat permasalahan wanprestasi yang mana

biasaya tidak ada kesusuaian kendaraan bus yang akan disewa yang mana pihak
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pemiliktanpa menginformasikan ter lebih dahulu terhadap penyewa dan

penyelesaian wanprestasinya.

Praktik sewa menyewa bus pada P.O Indah Jaya Bangun memiliki
beberapa unsur wanprestasi di dalamnya, hal tersebut dapat dilihat dari paparan
penyewa.

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesusuaian

yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan

yang saya inginkan Kkursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3)
kenyamanan mpun berbeda mas .%’

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyewa
tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh P.O Indah Jaya Bangun yang

tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam suatu perjanjian (perikatan) kesepakatan kedua belah pihak harus
terpenuhi satu sama lain, apabila pemilik tidak memenuhi janjinya atau tidak
memenuhi sebagaimana mestinya kerugian dibebankan kepada pemilik P.O Indah

Jaya Bangun, sebaimana termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu:®®

“pengggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi nya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap
lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di bedrikan atau
dilakuakan dalam waktu yang melalmapaui waktu yang telah di tentukan “

Maksudnya adalah saat pemilik tidak memenuhi suatu perjanjian, maka

bisa disebut wanprestasi dan harus memberi ganti rugi kepada penyewa

67 soedarsono
68 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243
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sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada

Pasal 36 yaitu:®°
“pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukan nya

2. Melaksanakan apa yang telah di janjikan tetapi tidak

sebagaimana dijanjiakan

Melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat, atau

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan

w

Berdasarkan pasal 36 KHES dapat dilihat bahwa Konsep sewa menyewa
P.O indah Jaya Bangun termasuk dalam jenis wanprestasi pada ayat 2 dan 3 hal
tersebut tercermin pada percakapan yang berbunyi:

Kalau masalah ini pernah mas di rombongan saya ada tidak kesusuaian
yang dipesan salah satu perbedaan jumlah pesanan kursi yang saya ingin kan

yang saya inginkan kursi seat 45 (2-2) tapi yang datang seat 60 (2-3)
kenyamanan mpun berbeda mas.

Dalam percakapan tersebut dapat diketahui bahwa P.O Indah Jaya Bangun
telah melakukan wanprestasi yang termasuk pada Pasal 2 dimana penyewa
menginginkan bus dengan seat 45 akan tetapi pemilik bus memberikan bus

dengan seat 60.

Dalam percakapan tersebut, dapat dilihat bahwa P.O Indah Jaya Bangun
telah melakukan wanprestasi yang tersebut pada Ayat 3 Pasal 36 KHES yang

berupa keterlambatan kedatangan bus dari waktu yang telah dijanjikan.

Apabila wanprestasi terjadi maka pemilik akan dijatuhi sanksi sesuai pada

pasal 38 KHES yaitu:"®

69 KHES, Pasal 36
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“ pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat di jatuh i sanksi :
Membayar ganti rugi

Pembatalan akad

Peralihan resiko

Denda

Pembayaran perkara “

arONDE

Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang wenang pihak
penyewa, undang undang memberikan batasan ganti rugi yang harus dipenuhi

oleh pemilik sebagai akibat dari kelalaiannya (Wanprestasi) meliputi:

1. Kerugian yang dapat digunakan ketika membuat perikatan

Selanjutnya adalah ganti rugi dalam wanprestasi sewa menyewa bus jika
dilihat dari segi ganti rugi, maka secara tidak langsung pemilik harus memberikan
ganti rugi dalam bentuk apapun. Akan tetapi dari paparan penyewa tidak

demikian.

Kalau saya dengan kordinasi mas nek ndak nemu titik temu dan dari pada
aku di gruduk wong akeh gara gara gak sido budal , saya tinggal mengurangi
jumlah harga Rp.300.000- Rp500.000 satu bus buat ganti rugi mas , meskipun
kita ngotot bagaimana pun juga sulit mas belum lagi kalau kita tuntut juga
anggaran nya besar mas,.”*

Kalau saya sendiri mas timbang ane rame sama penyewa travel saya
ngasih ganti rugi mas dan kita saling komunikasi agar hal hal yang kesalahan
kecil tidak terulang kembali , karena bagaimanapun hal kecil itu membuat
konsumen kecewa maka akan kecewa terus mas. "2

Paparan data tersebut tidak relevan dengan hak dan kewajiaban
pemilik untuk mengganti rugi karena tidak memenuhi prestasinya yang mana
seharusnya mengganti rugi penuh kepada penyewa. Menurut ketentuan pasal 1243

KUH Perdata, ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah

70 KHES, Pasal 38
"1 soedarsono
72 Ferdyanysah
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memulai diwajibkan apabilah debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikan nya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud kerugian pasal ini ialah kerugian yang timbul karena
debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).kerugian tersebut
wajib diganti oleh debitur, misalnya tidak kesusuaian seat atau kursi karena tidak

dilihatnya jadwal keberangkatan tour.

Menurut ketentuan pasal 36 KHES bahwa pihak dikategorikan melakukan
ingkar janji apabila tidak melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa
yang di janjikan untuk melakukan nya, melaksanakan yang apa dijanjikan namun
tidak sebagaimana yang di janjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi

terlambat, melakukan sesuatu yng menurut perjanjian tidak dibolehkan,

Menurut pasal 39 KHES menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat
di jatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji, sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu
yang telah dilampaukan, pihak yang melakukan ingkar janji dapat membuktikan

bahwa perbuatan ingkar janji tidak dibawah paksaan.



Tabel 4.2 Perbandingan Hukum
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No

KUH Perdata

KHES

Pasal 1276
Sanksi yang dijatuhkan :
1. Mebayar kerugian yang
diderita oleh kreditur
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya

perkara

Pasal 38

Sanksi yang dijatuhkan :

i,

2.

Membayar ganti rugi
Pembatalan akad
Peralihan resiko
Denda

Pembayaran perkara

lebih spesifikasi dalam hal denda yang mana ini akan langsung diberi pengganti

Penjatuhan sanksi keduanya memiliki perbedaan yang mana jika KHES

( uang pengganti ) dalam hal yang dirugikan

Dalam penyelesaian perkara dalam KUH Perdata dan KHES memiliki

persamaan yang mana keduanya sama sama memiliki dua jalur penyelesaiaan

wanprestasi baik melaluai non litigasi dan litigasi, jika ada yang berpekara maka

langkah awal yang di ambil adalah penyelesaiaan Non Litigasi yaitu dengan

musyawarah, musyawarah merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa diluar pengadilan. kata “negotiaton”dalam bahasa bahasa inggris yang

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti “berunding” atau

“pbermusyawarah”. Menurut Joni Emiron secara Umum negosisasi dapat diartikan
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sebagai suatiu upaya penyelesaiaan sengketa para pihak tanpa melalui proses
peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas kerja sama

yang lebih harmonis dan kreatif .

Apabila di jalur pertama tidak berhasil, maka langkah hukum lain dapat
dilakukan adalah di jalur litigasi, yaitu dapat menggugat ke pengadilan negeri
surat perjanjian diatas materai tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam

persidangan pihak pemilik memang melakukan wanprestasi.

Sehingga menurut peneliti ganti rugi sebaiaknya lebih di perjelas dalam
peraturan ganti rugi. Apabila mendapatkan permaslahan wanprestasi, maka
penyewa tersebut paham langkah yang harus diambil dan tidak ambil keputusan

sepihak dalam menyelesaikan ganti rugi tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan penelitian yang
dilakukan peneliti di P.O Indah Jaya Bangun duduk sampean Kabupaten

Gresik. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian sewa
menyewa bus di P.O Indah Jaya Bangun menurut KUHPerdata dan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaiaan wanprestasi sewa menyewa bus di P.O Indah Jaya
Bangun Berupa ketidak kesesuaian dari pihak pemilik bus mengacu
kepada surat perjanjian yang dimiliki oleh P.O Indah Jaya Bangun dan
ketika bentuk wanprestasi itu tidak tercantum di surat perjanjian tersebut
dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan
permintaan ganti rugi dari permintaan ganti rugi dari pihak pemilik yang
melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian wanprestasi ini sesuai dengan pasal
39 (a) KHES yang menyebutkan bahwa :” Sanksi pembayaran ganti rugi
dapat di jatuhkan apabila: pihak yang melakukan wanprestasi, setelah
dinyatakan wanprestasi tetap melakukan wanprestasi” dan pasal 1243
KUH Perdata menyebutkan : “Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah
dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. Dalam kasus ini

penyewa menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada pemilik karena si

60
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pemilik tidak memenuhi prestasinya, karena si pemilik telah lalai dalam

perjanjian tersebut yang akibatnya dapat merugikan pihak penyewa .

B. Saran
Setelah menyelesaikan penelitian, penulis memberikan saran bagi
pihak yang berhubungan dengan penulis, saran tersebut akan diberikan

sebagai berikut .

1. Bagi pemilik sewa bus P.O Indah Jaya Bangun sebaiknya terhadap
penyewa bus memberi taukan kewajiban — kewajiabn yang harus
penyewa lakukan selama menyewa bus mengenai naskah perjanjian
yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan
transaksi. Selain itu seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan
langsung ke bus apakah bus tersebut sudah sesuai perjanjian atau
belum sebelum bus tersebut disewakan kepada penyewa , hal ini
dilakukan agar pemilik terhindar dari komplain dari pihak penyewa
yaitu berupa wanprestasi

2. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan
teliti isi dan naskah perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang
hak dan kewajiban. sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan
kewajiban dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa
saat menggunakan bus yang disewanya ataupun ketikaterjadi
perbedaan bus yang di sewa nya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai berbagai

macam kegiatan muamalah yangdilakukan oleh masyarakat khususnya



62

praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat
dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang

ditetapkan dalam KUH Perdata dan KHES.
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